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Dengan dukungan teknologi informasi, transportasi, dan bahkan militer yang begitu canggih,
globalisasi menjadi sebuah proses yang tidak dapat dielakkan oleh seluruh negara-bangsa dan bahkan
masyarakat-masyarakat lokal di seluruh dunia. Di Indonesia kekuatan proses itu sangatlah nyata dan
bahkan dengan tingkat intensitas dan ekstensitas yang tinggi. Internet menjamur di mana-mana,
perusahaan-perusahaan multinasional tidak hanya datang begitu saja, melainkan bahkan diundang dan
diharapkan datang dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Bagi masyarakat kebanyakan, globalisasi muncul
dalam bentuk benda-benda dan citra-citra yang bertebaran di lingkungan kehidupan keseharian mereka,
seperti berbagai produk import dari shampoo, sabun mandi, sepeda motor, mobil, mall, cafe, gambar-
gambar iklan di sepanjang jalan, turis-turis, film, sinetron, pakaian, asesori mobil dan pakaian, dan
sebagainya. :

Tentu saja globalisasi tersebut tidak sekadar panorama yang dipandang dan dinikmati dari
kejauhan, melainkan benar-benar merupakan kekuatan yang mempengaruhi tidak hanya perilaku manusia
Indonesia yang terlibat di dalamnya, melainkan bahkan alam pikirannya, cara pandangnya, sikapnya dalam
menghadapi dan memperlakukan diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitarnya, dan kehidupan pada
umumnya. Standar moralitas yang ada sebelumnya menjadi goyah, orang-orang lebih permisif pada
lingkungan kehidupan seksual yang semakin bebas dan terbuka, mobilitas masyarakat yang bahkan dari
lapisan bawah menjadi semakin tinggi dengan jangkauan melampaui batas teritorial negara, sebagaimana
yang dilakukan TKW, perkawinan lintas bangsa atau negara meningkat, dan sebagainya. Dampak paling
nyata dengan pengaruh yang benar-benar menggoncangkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan
negara Indonesia tentu saja adalah krisis moneter yang terjadi sejak akhir tahun 1966 yang lalu. Krisis itu
fidak sekadar menimbulkan defisit luar biasa pada misalnya devisa negara, melainkan berhasil
menumbangkan sebuah rezim yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan tumbang, yaitu Orde
Baru. Hal lain yang menyolok adalah bahwa krisis itu membawa kembali manusia Indonesia ke citranya
yang lama, yaitu sebagai bangsa dengan budaya pengemis yang kuat dengan ditariknya banyak anggota
masyarakat ke perempatan-perempatan jalan untuk mengemis dan bahkan terkadang menggarong.

Sebagaimana yang diindikasikan oleh meningkatnya TKI, globalisasi bukan sekadar perubahan
yang mengancam kehidupan masyarakat dan negara-bangsa, melainkan juga peluang yang terbuka amat
luas bagi tidak hanya peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat, devisa negara melalui investasi,
melainkan bahkan pengayaan budaya, pandangan tentang hidup, dan kebijakan menyiasatinya. Karena itu,
ada dua respon yang biasa muncul terhadapnya. Sebagai tantangan dan ancaman, globalisasi memancing
respon bangkitnya eksklusivisme primordial, baik etnik maupun agama, sedangkan sebagai peluang ia
membuahkan metropolitanisme.

Di Indonesia respon negatif yang sangat menonjol dan bahkan dapat dikatakan ambisius adalah
munculnya tidak sekadar gagasan, melainkan usaha-usaha yang legal maupun illegal untuk menjadikan
Indonesia sebagai negara Islam dengan penggunaan syariat Islam sebagai dasar hukum dan ideologisnya.
Di masa lalu, kecenderungan yang demikian akan segera dianggap sebagai subversi, sebagai mengancam
ideologi negara, Pancasila, dan tentu saja akan segera dihentikan oleh negara, sebagaimana yang terjadi
dalam kasus DIl dan TIl atau bahkan NII. Namun, sekarang ini, kecenderungan tersebut dibiarkan
berlangsung, bahkan diberikan legitimasi dengan memberikan izin bagi organisasi sosial maupun politik
yang menggunakan Islam sebagai asasnya.




Sikap negara dan bahkan masyarakat yang cenderung permisif terhadap kecenderungan ideologis
tersebut mungkin sekali justru merupakan akibat positif dari globalisasi di atas. Akan tetapi, apakah hal itu
sekaligus berarti bahwa Indonesia sedang bergerak meninggalkan ideologi negaranya, yaitu Pancasila?

Tentu sulit menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya amat tergantung pada tafsir mengenai
Pancasila itu. Di masa lalu, baik di masa tahun 1950-an, di masa Orde Lama, maupun Orde Baru, jawaban
yang mungkin muncul atas pertanyaan itu adalah jawaban yang positif, yaitu bahwa globalisasi yang
menimbulkan sikap permisif terhadap munculnya gagasan dan usaha menggunakan Islam sebagai dasar
negara itu memang merupakan indikasi dari ditinggalkannya Pancasila. Kemungkinan itu disebabkan oleh
tafsiran bahwa Pancasila dipahami sebagai sebuah sistem yang total dan final yang tidak membuka
kemungkinan variasi dalam komposisinya dari waktu ke waktu. Apabila Pancasila dipahami sebagai benar-
benar hanya dasar negara, sebagai sebuah skema atau garis besar, yang aktualisasinya dimungkinkan
untuk bervariasi dari waktu ke waktu, jawaban yang mungkin muncul adalah jawaban yang negatif:
globalisasi yang demikian bukan indikasi dari ditinggalkannya Pancasila sebagai dasar negara. Jika
Pancasila dipahami hanya sebagai dasar, sebagai skema, wujud aktualisasinya dapat berubah dari waktu
ke waktu: pada satu waktu ia berwajah Islam, pada waktu yang lain ia akan muncul dengan wajah yang
misalnya nasionalis atau bahkan kapitalis.

Dari perspektif historis maupun kultural, Pancasila dapat ditafsirkan sebagai transformasi dari
kecenderungan kultural masyarakat Indonesia yang lentur dan terbuka, yang dapat menerima ideologi apa
pun untuk menjadi bagian dari dan sekaligus memperkaya kapasitas dirinya dalam menghadapi berbagai
kemungkinan tantangan hidup yang mungkin akan terus bergerak dan berubah: semacam cakra
manggilingan dalam khasanah budaya Jawa, semacam bumi dipijak dan langit dijunjung dalam terminologi
budaya Minang. Sila pertama bersumber pada ideologi keagamaan, sila kedua bersumber pada humanisme
borjuis-kapitalis, sila ketiga pada nasionalisme, sila keempat pada konsep kebijakan feodal yang
dikombinasi dengan konsep demokrasi politik dalam tata politik demokrasi liberal, sedangkan sila terakhir
dari konsep demokrasi ekonomi milik komunisme dan/atau sosialisme Marxis.

Dengan menyerap semua ideologi dunia itu, negara dan bangsa Indonesia telah menyiapkan suatu
modal yang benar-benar kuat, prospektif dan antisipatif, yang dapat menyiapkan dirinya untuk menjadi apa
saja sesuai dengan perubahan keadaan lingkungan sekitar, lingkungan nasional maupun internasional,
yang mungkin berubah-ubah. Dengan modal semacam itu, baik sebagai negara maupun sebagai bangsa, ia
tidak akan pernah mati menghadapi tantangan apa pun dari globalisasi. la juga akan dapat memanfaatkan
dengan baik dan maksimal peluang apa pun yang dibuka oleh globalisasi tersebut.

Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, dengan demikian, adalah membuka jalan
bagi kemungkinan menggunakan syariat Islam untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.
Apabila kemudian ternyata Islam tidak berhasil, rakyat melalui Pemilu akan menggantinya dengan wajah
lain, termasuk komunisme. Sayangnya, sampai saat ini bangsa Indonesia, terutama elit politiknya, tidak
melaksanakan Pancasila secara demikian, murni dan konsekuen itu. Salah satu potensi atau modal penting
yang sudah disediakan oleh Pancasila, terutama melalui sila kelimanya, tidak hanya tidak digunakan
‘dengan baik, melainkan bahkan cenderung dimatikan, yaitu dengan melarang komunisme untuk ikut
menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia dalam menjawab tantangan kehidupan. Padahal, sebagaimana
halnya Islam dan syariat Islam, ia dapat saja menjadi kemungkinan jawaban yang akan diganti dengan
sendirinya oleh masyarakat melalui Pemilu dan parlemen jika gagal menjawab tantangan globalisasi di atas.

Kembalilah ke Pancasila, laksanakanlah ia dengan murni dan konsekuen, agar modal yang
disediakan oleh Pancasila itu menjadi tidak sia-sia. Orang Indonesia, secara kultural, adalah masyarakat
dengan kebudayaan yang tidak mudah membuang apa pun yang telah disediakan oleh alam dan Tuhan.
Entah berwajah apa, setan pun tidak dimusnahkan karena pada satu saat ia mungkin bermanfaat.
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